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ABSTRAK 

 

Angka partisipasi pemilukada pada tahun 2012 di Pidie tinggi begitu juga dengan 

angka kekerasan Dan pada tahun 2017 partisipasi di Pidie menurun begitu juga 

dengan angka kekerasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie Argumetasi 

dalam penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan menurunnya 

partisispasi maupun kekerasan pada pelaksanaan pemilukada pada tahun 2017 

yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara 2) Mulai 

adanya kedewasan politik dari pengusung partai mengenai dampaknya kekerasan. 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui beberapa hal. Pertama, apakah terjadinya 

penurunan Partisipasi yang terjadi di Pidie diakibatkan oleh kekerasan. Kedua, 

apakah yang mengakibatkan sehingga terjadinya penurunan kekerasan. Peneltian 

ini dilakukan di kabupaten Pidie, dan mengunakan metode kualitatif dengan 

teknik wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah PA, PNA, 

KIP, Bawaslu dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terjadinya 

penurunan partasipasi kurangnya sosialisi yang dilakukan oleh pihak terkait. Dan 

terjadinya penurunan kekerasan disebabkan oleh mulai adanya kedewasaan dan 

dari pihak pengusung partai dalam berpolitik.   

 

Kata Kunci : Kekerasan Pemilu dan Partisipasi Politik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

 Secara ideal, tujuan penyelenggaraan Pemilu ialah untuk memungkinkan 

terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat juga 

melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara. 

Adanya kata-kata tertib dan damai adalah karena dua hal itulah yang menjadi 

dambaan serta esensi dalam pergantian kepemimpinan yang dikemas dengan 

penyelenggaran Pemilu. pergantian kepemimpinan yang tidak tertib dan damai 

seperti maraknya praktik pelanggaran pemilu misalnya kekerasan, maka dapat 

memicu kekacauan sosial dan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. 

Kekerasan merupakan tindakan  pelanggaran yang dapat menyebakan kekacauan  

di kalangan masyarakat banyak. 

  Penyelenggaraan pemilu seharusnya berjalan dengan jujur dan adil yang 

dimana  masyarakat menginginkan hak berdemokrasi berjalan aman dan baik. 

Negara juga harus menjamin bahwa pemilu adalah merupakan cara yang 

demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dapat dikatakan pula bahwa 

pemilu merupakan cara yang demokratis untuk memilih wakil rakyat 

menggunakan sistem demokrasi. Dalam pengertian yang umum, Pemilu 

merupakan wujud dari demokrasi. Konsekuensinya, hakikat demokrasi harus 

menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan  pemilu. 
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Dampak dari kekerasan adalah dapat memicu konflik yang 

berkepanjangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi individu maupun 

kelompok.  Kondisi ini tentu saja menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat 

Aceh khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Masyarakat Aceh masih 

trauma dengan konflik antara GAM dan RI mengingat proses rekonsiliasi belum 

terealisasi dengan baik.. Fungsi dan tugas pengawas serta penyelenggara pemilu 

pada akhirnya kembali dipertanyakan mengingat kekerasan pemilu di Aceh selalu 

terjadi. 

Preferensi masyarakat dalam memilih masih diragukan, karna 

menimbulkan ketakutan dengan adanya ancaman dari pihak elit sehingga  

menyebabkan dalam memilih dikalangan masyarakat. Ini menunjukkan 

kedewasaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Apalagi semua orang 

mengharapkan PILKADA ini lebih baik, demokratis, dan aman. Kalaupun ada 

intimidasi bisa dicegah oleh badan pengawas pemilu. Ini sangat luar biasa bahwa 

masyarakat berani menyuarakan hak pilih dengan benar. Siapa pun yang terpilih 

ini pilihan rakyat 

Partispasi pemilih pada PILKADA 2012 yang ada di Aceh sebesar 75 % 

partisipasi itu menurun pada PILKADA 2017 yaitu sebesar 72,3 % dengan 

menurunnya partisipasi juga diikuti dengan menurunnya angka kekerasan pada 

pilkada 2012 yaitu sebesar 40 kasus sedangkan  kekerasan pilkada pada 2017 

menurun yaitu sebesar 19 kasus yang terjadi di Aceh 

Dibandingkan dengan jumlah presentase partisipasi pemilih PILKADA 

2012 jumlahnya memang lebih besar dari PILKADA 2017 yaitu sebesar 75% 
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tetapi hasil itu diwarnai dengan banyaknya aksi kekerasan, penindasan, ancaman 

dan hal lainnya yang membuat masyarakat resah,jauh berbeda dengan pilkada 

tahun 2017 terlihat baik, aman dan demokratis.1   

 Pelaksanaan PILKADA di Pidie tidak jauh berbeda dengan angka 

kekerasan dan angka partisipasinya yang ada diseluruh Aceh, samahalnya Pidie 

yang menurunnya angka partisipasinya dan di ikuti pula menurunnya angka 

kekerasan. pada pilkada tahun 2012 terdapat angka partisipasi yaitu 77,69 % dan 

pada PILKADA 2017 partisipasinya 70,4%. Dan  Sumber Aceh institut angka 

kekerasan PILKADA di pidie pada tahun 2012 yaitu 7 kasus sedangkan pada 

tahun 2017  6 kasus 2  

Menurut saya bahwa tingkat kekerasan mempengaruhi angka partisispasi, 

maka dari itu menarik bagi saya untuk meneliti tentang dampak kekerasan pilkada 

terhadap partisispasi masyarakat dalam politik dan di sini saya mengambil 

wilayah Pidie karena merupakan salah satu wilayah yang ada di Aceh yang juga 

mempuyai kasus kekerasan sangat tinggi setiap berlangsungnya penyelenggaran 

Pilkada. 

berdasarkan uraian dilatar belakang, maka penulis menarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Dampak Kekerasan Pemilu Terhadap Partisipasi 

Politik”.  

                                                             
 1  The Aceh Institut Banada Aceh. Febuari 2019 
 2 Ibid . 
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1.2.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kekerasan pilkada terhadap partisipasi politik 

masyarakat pada PILKADA 2017 Di pidie 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya kekerasan Di pidie pada 

PILKADA 2017  

 

1.3. Tujuan Masalah 

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah pengaruh kekerasan pilkada terhadap 

partisipasi politik masyarakat pada PILKADA 2017 

2. Untuk Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan menurun 

terjadinya kekerasan pada PILKADA 2017 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat 

mengenai  bagaimana dampak dan pengaruh yang ditimbulkan apabila adanya 

kekerasan dalam penyelegaraan pilkada supaya masyarakat dewasa dalam 

memilih siapa yang pantas dipilih tanpa pemaksaan dan itu akan berdampak 

positif dalam  meunurunkan angka kekerasan di Aceh    

 

 1.5.Penelitian Terdahulu 

    Sebagai bahan pendukung dalam penulisan skripsi peneliti mencantumkan 

hasil penelitian terdahulunya  
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 Penelitian pertama berjudul Kekerasan Pemilu di Aceh: Melihat Korelasi 

Antara Demokrasi dan Perdamaian oleh Cut Maya Aprita Sari, S.Sos.,M.Soc.Sc 

Dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP Unsyiah Banda Aceh Penelitian ini membahas 

tentang demokrasi tidak menjamin adanya perdamaian. Dalam kerangka sistem 

yang demokratis justru konflik berlatar belakang penyalahgunaan kuasa sangat 

mungkin terjadi. Keadaaan ini menyebabkan korelasi positif antara demokrasi dan 

perdamaian semakin dipertanyakan. PEMILU sebagai instrument demokrasi 

faktanya justru memicu berbagai konflik dan insiden kekerasan Berkaitan dengan 

hal ini, Aceh merupakan daerah dengan potensi konflik yang tinggi menjelang 

Pilkada. Korelasi positif antara demokrasi dan perdamaian tidak terwujud di 

Aceh. Melihat eskalasi konflik yang meningkat menjelang pemilu tahun 2014, 

maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kekerasan akan kembali terjadi pada 

PEMILU tahun 2017 mendatang.3 

Penelitian kedua oleh Ari Phradana Wati yang berjudul kekerasan politik 

dan kerusuhan sosial dalam skripsinya menjelaskan bahwa telah terjadi 

ketidakseimbangan komunikasi antar lintas politik yang akhirnya menimbulkan 

kekerasan yang menjurus ke anarkisme secara struktural, tetapi bagi kandidat hal 

ini merupakan bagian dari solusi politik, karena beberapa fakta menjelaskan 

bahwa premanisme lebih efektif dari kampanye termasuk pemaksaan kehendak. 

Oleh karena itu, berdasarkan teori Habermas, maka konsep masyarakat 

komunikatif menjadi alternatif yang mampu melahirkan konsensus baru yang 

                                                             
3 Cut Maya Aprita Sari, Kekerasan Pemilu di Aceh. September 2018. Diakses pada 

tanggal 20 Febuari 2019 dari situs : https://www.researchgate.net/publication/327667912 
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harus ditaati dalam proses politik untuk menguraikan kekerasan dan kerusuhan 

sosial dalam pemilukada4 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memahami dan 

mengatahui perbedaan dan perbandingan jumlah kekerasan pilkada setiap 

pelaksanaan pilkada, akibat dari kekerasan tersebut dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam  Pilkada 

 

 

 

 

 

                                                             
 4Ari Pradhanawati, Kekerasan politik Dan Kerusuhan Sosial Dalam Pemilukada. 

Diakses pada 22 Febuari 2019 dari situs : https://media.neliti.com/media/publications/218244  
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1.Teori Partisispasi Politik 

 

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dugaan yang 

mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik 

bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat maka masyarakat berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan 

politik. Dan oleh karena yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah 

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan dan 

kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah yang menyangkut atau 

memengaruhi hidupnya.5 

Berikut ini dikemukakan sejumlah rambu-rambu partisipasi politik.  

1. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar 

individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam 

yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap 

dari orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.  

2. Pegiatan itu diarahkan untuk  mempengaruhi pemerintah selaku pembuat 

dan pelaksanan keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, 

seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif 

                                                             
 5 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana 

Indonesia, 2007), hlm. 140. 



 

 

pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau 

pun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.  

3. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi 

pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.  

4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung 

ataupun secara tidak langsung Kegiatan yang langsung berarti individu 

mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan 

Secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak 

lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk 

dalam kategori partisipasi politik.  

5. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur 

yang wajar (konvensional) dan berupa kekerasan (nonviolence), seperti 

ikut memilih dalam pemilihan umum mengajukan petisi, melakukan 

kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar 

prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), 

seperti demonstrasi (unjuk-rasa), masyarakat ini pembangkangan halus. 

(seperti  lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang 

disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok pembangkangan sipil 

serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan 

revolusi.6 

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara 

demokrasi Skaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara 

                                                             
 6 Ibid., hlm. 141. 



 

 

umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih 

ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut 

serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa 

relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana 

cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.7 

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap 

jalannya suatu roda pemerintahan. Dalam suatu PEMILU misalnya partisipasi 

politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang 

terpilih. Setiap masyarakat memiliki sesuatu yang diutamakan dan kepentingan 

masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan 

bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu PEMILU tergantung 

pada pilihan masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik 

masyarakat dalam PEMILU dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap 

suatu pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga 

berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari 

pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk 

menyatakan segala pendapat dan berkumpul. 

Faktor yang mendorong partisispasi politik anatara lain ialah: 

1. Tingkat pengetahuan, pengetahuan terhadap politik sangat penting, hal 

ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau 

sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih 

                                                             
 7 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik, ( Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 

hlm. 56. 



 

 

mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. 

Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan 

politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik. 

2. Pekerjaan masyarakat, tingkat pengetahuan dan pekerjaan masyarakat ini 

merupakan faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam 

masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat 

mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah 

sebaliknya, menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang 

guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik 

dibandingkan pemulung. 

3. Tingkat pendidikan, selain dua faktor sebelumnya, tingkat pendidikan 

juga termasuk dalam faktor internal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpastisipasi dalam politik 

juga memahami politik itu sendiri. Terlebih bagi pemilih yang buta 

huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau 

wakil rakyat atau sulit pula ketika pemungutan suara berlangsung. 

4. Peran aparat pemerintah, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

partisipasi politik adalah peran aparat pemerintahan. Mereka seharusnya 

memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah 

akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut. Penyelenggara pemilu, 

yaitu Komisi Pemilihan Indenpenden harus dapat mengakomodasi para 

pemilih, termasuk pemilih yang berkebutuhan khusus 



 

 

5. Pengaruh kaum intelektual, di era informasi ini, sangat mudah rasanya 

menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di 

antara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya 

terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi para 

konsumen media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik 

mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin antipati 

terhadap politik. 

6. Banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta 

metode mereka dalam mencapai tujuannya, akan banyak terjadi konflik 

politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan 

dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya akan 

merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan 

dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan 

partisipasi politik dalam suatu negara.8 

 

 

                                                             
 8 Ranty Fatya Utami, Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik, 12 September 

2017. Diakses pada tanggal 25 Oktober dari situs:https://guruppkn.com/faktor-yang-

mempengaruhi-partisipasi 



 

 

2.2.  Tipologi Partai politik 

 

 Partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan 

pasrtisipasi9 pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu 

kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan 

kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk 

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin. Sebaliknya, 

kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif yang menaati pemerintah, 

menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan dan kebijakan apa saja yang 

dilakukan pemerintah itu berupa baik dan buruk dan tidak mau tau apapun tentang 

segala sesuatu yang ada didalam pemerintahan. 

 Dengan kata lain, paritsipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada 

proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota 

masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun 

partisipasi pasif karena mereka menganggap. masyarakat. dan sistem politik yang 

ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-cita kan kelompok disebut apatis 

atau golongan putih (golput).10 

                                                             
 

 10 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ... hlm. 142. 



 

 

Partisipasi dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni 

individual dan kolektif maksudnya seseorang yang menulis surat berisi tuntutan 

atau keluhan kepada pemerintah atau kolektif. Partisispasi kolektif ialah kegiatan 

warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan 

dalam proses pemilihan umum.  

 Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua yaitu, partisipasi 

kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan 

partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tak 

sah, menguasai bangunan umum, dan huru hara. 

Lalu partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua yaitu 

aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan lemah tidak 

menunjukkan sifat yang baik atau buruk dalam hal ini kegiatan politik dapat 

dikategorikan kuat apa bila memenuhi tiga kondisi berikut bersifat anti rezim 

dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal 

(melanggar hukum) mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan 

kegiatan kelompok yang dilakukan oleh non elit. 

 Aksi protes yang dibenarkan oleh hukum tidak termasuk ke dalam kategori 

partisipasi politik agresif  seperti pemboikotan dan pemogokan buruh biasa tanpa 

tujuan politik apabila partisipasi politik yang agresif tidak mengandung kekerasan, 

kiegiatan ini disebut pembangakangan warga negara (civil disobience) seperti 



 

 

penolakan wajib militer sebaliknya, apabila kegiatan itu megandung kekerasan 

politik ( political violence), seperti  pembunuhan politik.11 

2.3. Teori Kekerasan dalam pemilu 

 

Kekerasan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan 

atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu serigkali 

terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang· 

bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya 

mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa 

yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya 

keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama 

mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai. 

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan 

·perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut 

konflik. Oleh karena itu  menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah 

konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba 

hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik 

merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik. 

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal itu disebabkan, 

selain konflik, konsensus, kerja sama, dan integrasi juga terjadi dalam hampir 

semua proses politik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan 

                                                             
 11 Ibid., hlm. 143. 



 

 

pertentangan untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai itu justru 

diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus maupun 

diselesaikan lewat kesepakatan "dalam bentuk keputusan politik yang merupakan 

pembagian nilai- nilai. Oleh karena itu, keputusan politik merupakan upaya 

penyelesaian konflik politik. 

Kelemahan lain. dari konseptualisasi ini ialah konflik tidak semua 

berdimensi politik sebab selain konflik politik terdapat pula konflik pribadi, 

konflik ekonomi, konflik agama, yang tidak selalu diselesaikan melalui proses 

politik. Apabila konflik- konflik yang disebutkan belakangan ini berkaitan dengan 

pemerintah atau diselesaikan melalui proses politik maka konflik- konflik yang 

semula tidak berdimensi politik berkembang menjadi konflik politik.12 

 Kekerasan dalam pemilu atau kekerasan PEMILU, jika mengikuti istilah 

yang digunakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 

adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kehilangan nyawa seseorang atau 

rusaknya barang kepemilikan seseorang maupun itu seperti milik pribadi/publik 

atau ancaman/paksaan fisik/pembunuhan yang berkaitan dengan hak politik warga 

dalam konteks kepemiluan. Kekerasan pemilu atau election violence tidak sama 

ataupun berbeda dengan pelanggaran PEMILU atau election violations, sebab 

kekerasan PEMILU merupakan kejahatan kriminal sehingga masuk dalam 

kategori :tindak pidana.13 

                                                             
 12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ...  hlm. 9. 

 13 Amalia Salabi, Menyoal Kekerasan Dalam Pemilu. Maret 2019. Diakses pada tanggal 

12 Oktober dari situs : http://rumahpemilu.org/menyoal-kekerasan-dalam-pemilu-apa-sebab-dan-

bentuknya/ 



 

 

Kekerasan secara langsung ialah kekerasan yang dilakukan secara 

langsung mencelakai fisik orang tersebut kekerasan langsung bisa bermacam-

macam bentuknya. Dalam bentuk yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, 

seperti pembunuhan atau penyiksaan pemerkosaan dan kekerasan seksual juga 

pemukulan. kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai 

kekerasan juga sering berlangsung setiap penggelaran pesta demokrasi yang 

berlangsung. 

Kekerasan PEMILU terbagi atas tiga bentuk yaitu: 

1. kekerasan fisik, yakni kekerasan yang mengakibatkan seseorang kehilangan 

nyawa atau terluka.  

2. pengrusakan, baik terhadap fasilitas publik maupun property pribadi.  

3. ancaman, yaitu ancaman kekerasan  

 Pembagian kategori tersebut didasarkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf f 

dan g Undang-Undang (UU) Pemilu. Aturan itu melarang pelaksana, peserta, dan 

tim kampanye untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta 

PEMILU yang lain pun melarang merusak atau menghilangkan alat peraga 

kampanye (APK) peserta PEMILU. 

 Sanksi atas tindak kekerasan PEMILU tertuang dalam Pasal 511 dan 531 

UU Pemilu. Pasal 511 memberikan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun 

dan denda paling banyak 36 juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan 

kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan 



 

 

yang ada padanya, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. 

Sedangkan Pasal 531 menghukum setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan, dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan 

haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan 

ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan 

pemungutan suara, dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 

paling banyak 24 juta rupiah.14 

  Kekerasan pemilu terjadi akibat petahana yang melibatkan militer 

ataupun segala sesuatu untuk melawan oposisi, dan penyertaan identitas kelompok 

yang disertai dengan ujaran kekerasan. Di Indonesia, ada sedikitnya tiga penyebab 

kekerasan pemilu yaitu karna situasi politik lokal yakni berkaitan dengan 

kemerdakaan politik, pengerahan massa oleh elit politik yang tak menerima 

proses dan hasil pemilu, dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. 

  Salah satu juga pemicu kekerasan pemilu ialah juga karena adanya 

penyebaran hoax atau mis informasi berharap agar masyarakat dan semua pihak 

tidak langsung memepercayai segala informasi dan harus pandai dalam menyaring 

informasi agar tidak mengakibat timbulnya kekerasan dalam pemilu agar tentram 

dan damai dalam melaksanaan pemilu yang selalu menjadi dambaan setiap orang 

untuk bebas melakukan pemlihan umum dengan baik.   

  

                                                             
14 Ibid. 



 

 

Situasi  penyebaran  ancaman, teror, dan pembunuhan jika terus terjadi juga akan  

mendeligitimasi  kualitas otonomi  hak  politik  rakyat  Aceh,  yang idealnya  

harus  bebas  dari  berbagai macam ketakutan dan benar-benar harus merasa  

aman.15 

                                                             
15 Rahmat Fadhil. dan T.M. Jafar Sulaiman. Dominasi Politik Kekerasan dalam politik Aceh. 

(Aceh 2014),  hlm. 3 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 
 

3.1. Dasar Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  pendekatan kualitatif, dimana 

pendekatan penelitian kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada 

pembentukan teori substantif berdasar dari teori konsep-konsep yang timbul dari 

data empiris. mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti 

melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat dan sesuai 

apa yang  terjadi di lapangan.  Data deskriptif pada umumnya dilakukan dengan 

tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat dan baik 

3.2.Lokasi Penelitian 

 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

dimana tempat seseorang peneliti untuk melakukan penelitian dalam hal untuk 

mempertanggung jawabkan segala data yang diperoleh dari hasil tempat 

penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Lokasi penelitian yang dilaksanakan di 

Aceh tepatnya terletak di Kabupaten Pidie. Alasan saya untuk melakukan 

penelitian di Pidie ialah karena jumlah kekerasan yang begitu tinggi di Aceh yang 

terletak di Pidie tersebut sehingga membuat saya tertarik dalam meneliti hal ini.     



 

 

3.3.Fokus Penelitian 

 

 Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk 

memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukkan-mengeluarkan suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. 

 Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam 

membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang 

diperolehnya. Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data secukupnya 

yang mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya.16 

 Berdasarkan konsep yang berada di atas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah kekerasan pilkada terhadap pafrtisipasi politik di Kabupaten 

Pidie  

3.4. Sumber Data Penelitian  

 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif di peroleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, data tambahan seperti dokumen dan bahan-bahan lainnya. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dari dua sumber17 

1. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari para pembuat 

kebijakan 
                                                             

 16 Lexy J. Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdaya, 

2002), hlm. 62. 
 17 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), hlm. 129. 



 

 

2. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari wawancara serta 

dokumen di Kantor Bawaslu, KIP, PA, PNA dan sebagainya yang 

berkaitan dengan data proses pengambilan kebijakan di Kabupaten 

Pidie serta kondisi aktual lokasi penelitian. Data sekunder ini 

diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang lebih luas 

bagi peneliti sehingga hasil penelitian akan lebih tepat dan akurat. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 

 Untuk menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan pengumpulan 

data sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini 

Dalam Pengumpulan data ini didapatkan dari instansi KIP dan Bawaslu. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.18Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data 

berupa ucapan, pikiran serta gagasan. Dengan wawancara diharapkan informasi 

tentang penelitian ini dapat terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat. 

2.Dokumentasi 

                                                             
 18 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ... hlm. 135. 



 

 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya.19Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat 

data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi 

yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan-

catatan yang berkaitan dengan pilkada yang berlangsung di Pidie. 

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data 

 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.Yang membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori.20  

 Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.21 

 

 

                                                             
 19 Ibid., hlm. 231. 
 20  Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ... hlm. 330 
 21 Ibid., hlm. 178. 



 

 

3.7.Metode Analisis Data 

 

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapa, 

mensintesiskannya,  mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada 

orang lain22 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.23 Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data yaitu: 

1. Pengumpulan data, dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara 

obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara 

di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis 

data  dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan 

pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi data (data reduction), reduksi data yaitu proses pemilihan 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang 

                                                             
 22  Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ...   hlm. 248. 

 23 Ibid., hlm. 247. 



 

 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.24 

3. Penyajian data (data display), penyajian data yaitu sekumpulan 

informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan 

analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks 

untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang 

dimasukkan dalam kotak-kotak matriks.25 

4. Verifikasi data (conclusion drawing), verifikasi data adalah penarikan 

kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang 

merupakan validitasnya.26 

 Tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni pertama-tama peneliti 

melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara 

yang disebut tahap pengumpulan data. Oleh karena banyaknya data yang 

terkumpul, maka diadakan reduksi data setelah direduksi kemudian diadakan 

sajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil 

kesimpulan atau verifikasi. 

                                                             
24 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 247.  
25Ibid., hlm. 249. 
26Ibid.,  hlm. 252.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Konteslasi Politik dan Pilkada Pidie 2017 

  Kabupaten Pidie memiliki 23 kecamatan dan 732 gampong (dari total 

243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah 

penduduk di wilayah ini adalah 378.278 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh 

yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 183.675 pria dan 194.603 wanita 

(rasio 94,38). Dengan luas daerah 316.924 ha (dibanding luas seluruh provinsi 

Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 133 

jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah 

penduduknya sebesar 437.740 jiwa dengan luas wilayahnya 3.086,95 km² dan 

sebaran penduduk 142 jiwa/km².27 

 Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat 

pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten 

dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh 

utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat 

wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih 

kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar 

di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke- provinsi sumatera utara 

                                                             
 27 Situs Pemerintahan Kabupaten Pidie, diakses pada 10 November dari situs: 

https://pidiekab.go.id/kondisi-geografis/ 



 

 

dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah 

asal tokoh-tokoh terkenal Aceh. 

  Untuk melihat ekskalasi konflik pada PILKADA Pidie, Menarik bila 

melihat dinamika dan konstelasi politik Pidie dan konstelasi pada pilkada tahun 

2012 sampai dengan sekarang berikut peta konstelasi politik pada pilkada 2012. 

PEMETAAN KONTESTAN PILKADA PIDIE PADA 

TAHUN 2012 

No Pasangan Calon Jalur Partai Pengusung 

1. Ir.H Saiful Anwar 

Drs Sofyan Alibasyah 

perseorangan/ 

Indenpenden 

- 

2. Drs H Salman Ishak 

Syaifuddin Harun 

perseorangan/ 

Indenpenden 

- 

3. Drs Tgk H Yusri Ahmad 

DR Helmi M Agric Sc, 

Perseorangan/ 

independen 

- 

4. DR Tgk H Gunawan  

Tgk Adami Gade 

Perseorangan/ 

indenpenden 

- 

5. Serjani Abdullah 

M Irawan SE  

Partai politik Partai Aceh 

6. Ir Masri 

Zainal Jlaur 

Perseorangan/i

ndenpenden 

- 

7. HT Khairul Basyar SSOs 

Muhammad MTA 

Partai politik Partai Demokrat 

Partai Keadilan Sejahtera  

Partai SIRA 



 

 

 

  Dengan banyak jumlah pasangan calon bupati yang ada di Pidie Sehingga 

ini juga memungkinkan kekerasan yang terjadi antar pengusung Partai sehingga 

ini adalah salah satu bagian dari maraknya terjadinya kekerasan pada PILKADA 

2012 saat itu kericuhan dan kecurangan pun tidak terhindarkan sehingga ini 

menjadikan masyarakat memilih pun bingung dengan pilihannya.   

PEMETAAN KONTESTAN PILKADA PIDIE 

PADA 2017 

   

  Melihat pada tahun pilkada 2012 berbanding terbalik dengan pelaksanan 

pilkada pada tahun 2017 yang dimana pada pasangan calon hanya memiliki tiga 

calon sehingga ini menarik untuk dilihat dan para para pengusung dari beberapa 

calon hanya satu pasangan calon saja yang memliki mayoritas pengusung yaitu 

8. Drs. Tgk. H Ghazhali 

Abbas 

Zulkifli HM Juned 

Perseorangan/i

ndenpenden 

- 

No Pasangan Calon Jalur Partai Pengusung 

1. 

  

Ir.H.T.Tarmiyus 

Khalidin Daud 

Jalur perseorangan/ 

Indenpenden 

- 

2.  

 

Roni Ahmad 

Fadhlullah T.M Daud 

Jalur perseorangan/ 

Indenpenden 

- 

3. 

  

H.Sarjani Abdullah 

M. Irawan, SE 

Partai politik PartaiAceh, Nasdem, 

Demokrat, Golkar, 

PKS,Gerindra, dan PDA 



 

 

dari Partai lokal yaitu PA dan PDA dan partai nasional lain dan kedua pasangan 

calon lain yaitu Roni Ahmad jalur indenpenden tetapi ada bantuan dari partai 

PNA  mendukung pasangan calon Abusyik tersebut. Dari partai pengusung PA 

dan partai nasional lainnya adalah salah satu menjadi calon kanidat yang kuat 

lantaran Serajani abdullah adalah petahana yang saat ini  untuk kedua kali maju 

untuk mencalonkan diri sabagai calon bupati Pidie.  

  Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa kontestasi dan peta kekerasan 

yang terjadi pada pilkada pidie didominasi oleh partai lokal, yaitu antara 

perseteruan PA dan PNA 

 Sejarah partai Aceh kemudian diawali oleh Pimpinan Partai Malik 

Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu’ad SH pada 

tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh 

sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh 

bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di 

Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, 

nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel – embel lainnya. Tetapi bendera 

partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM) yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas 

dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.28 

:Partai ini didirikan pada Tanggal 24 April oleh mantan Gubernur Aceh 

Irwandi Yusuf. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir. 

                                                             
 28 Devi Retno, Sejarah Partai Aceh Sebagai Partai Lokal di Indonesia, Maret 2019. Di 

akses pada tanggal 12 November 2019 : https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-aceh 



 

 

Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen 

persyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina 

(Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk), Muharram Idris (mantan Ketua KPA 

Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima 

GAM Linge), Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, 

Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh). Proses 

pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang 

dilakukan oleh Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada 

Kanwail Depkumham Aceh, Syamsul Bahri. 

  Partai Nasional Aceh berlambang sebuah bintang putih besar yang 

dilingkari dua untaian padi di sisi kiri dan kanan dan masing-masing untaian padi 

terdiri dari 17 butir. Bintang besar warna putih memiliki pengertian sebagai cita-

cita yang tinggi. 17 Butir padi pada masing-masing untaian teritorial sejarah 

perjuangan Aceh serta bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan 

bintang besar melambangkan sebuah tumpuan harapan bagi rakyat Aceh yang bisa 

menerangi rakyat Aceh. Warna oranye dipilih karena bermakna kejayaan, 

keagungan, kebersamaan, dan kekuatan. Lima bintang kecil di atasnya memiliki 

pengertian sebagai lima rukun Islam29 

 Hal itu berdampak pada proses pelaksanaan kepala daerah yang dimana 

pada pelaksanaan tersebut terdapat berbagai tindakan kekerasan hal ini yang 

mendasari bahwa pelaksaan PILKADA yang buruk sehingga proses yang 

berlangsung di Aceh tidak terlepas dari kekerasan yang terjadi disetiap 

                                                             
 29 Ibid. 



 

 

berlangsung pelaksanaan pilkada. Sejarah Aceh ini yang menjadikan alasan 

mengapa setiap berlangsungnya proses pilkada selalu dengan kekerasan.        

4.2. Kekerasan Dan Partisipasi Politik Pada Pilkada Pidie 2017 

 Pidie pertama kali melaksanakan PILKADA pada tahun 2012 Pidie 

menjadi salah satu daerah dengan tingginya angka kekerasan karena ada beberapa 

alasan yaitu dengan berlatar belakang sejarah konflik dan juga menjadi sejarah 

indonesia dengan sejarah konflik yang begitu besar dan menelan beberapa korban 

mau itu kombatan GAM atau pun anggota militer indonesia. Pidie juga dikenal 

dengan daerah yang melahirkan anggota anggota GAM dan para  mantan eks 

kombatan di daerah ini beberapa dari kita dengar dengan kekerasan yang terkenal 

beberapa isu mengenai kekerasan yang tinggi pada setiap berlangsungnya pilkada. 

Dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa PILKADA Pidie 2017 lebih 

kondusif dari pada pelaksanaan PILKADA sebelumnya yang berdarah dari 

beberapa sumber data yang saya dapat dari hasil wawancara yang saya lakukan 

agar lebih detailnya bagaimana kekerasan PILKADA 2017 di Pidie dari beberapa 

instasi yang berkaitan dan sesuai dengan judul saya.  

 Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi 

terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melayani dan 

memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta 

menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan 



 

 

perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran politik rakyat 

untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita 

masyarakat Indonesia yang demokratis. 

 Seperti diketahui pada tangal 27 Januari Mahkamah Konstitusi (MK) 

memerintahkan KIP untuk kembali menjadwalkan tahapan pilkada. MK memberi 

batas waktu pelaksanaan suara hingga 9 April 2012. Keputusan MK ini 

mengabulkan permintaan KIP Aceh. Sebelumnya, KIP Aceh meminta MK untuk 

mengundurkan Pilkada Aceh yang semula dijadwalkan 16 Februari menjadi 9 

April. Pasalnya, KIP menyatakan tak sanggup melaksanakan pemungutan suara 

pada 16 Februari karena membutuhkan waktu lebih lama untuk memverifikasi 

KTP dukungan calon independen. 

Pada hari Minggu tepatnya pada tanggal 15 April di hotel Grand Blang 

Asan Sigli melaksanakan rapat pleno hasil pilkada. Dalam rapat tersebut 

mentapkan no urut 5  yaitu Sarjani Abdullah dan M Irawan sebagai Bupati terpilh 

2012-2017. Ketua KIP Pidie, Junaidi Ahmad SAg mengatakan, penetapan 

pasangan yang diusung Partai Aceh (PA) sebagai Bupati Pidie dan Wakil Bupati 

Pidie terpilih itu setelah dilakukan serangkaian sidang perhitungan suara selama 

dua hari. 

 pada pilkada 2012 yang telah berlangsung terdapat beberapa aksi 

kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum mauapun antar pengusung kedua 

partai ini menjukkan bahwa ada beberapa tindakan kekerasan didalam proses 

berlangsungnya pada pilkada 2012 menurut beberapa dari informasi mengenai 



 

 

bagaimana proses berlangsungnya pilkada 2012. Pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi pada pilkada 2012 ada banyak sekali di dalam sengketa Pemilukada 

terdapat beberapa pelanggaran PEMILU ataupun pelanggaran PEMILUKADA  

seperti  pelanggaran  administratif  dan  tindak  pidana, misalnya  money  politic,  

intimidasi, dan penganiayaan. Hingga mencapai 40 kasus yang telah dilaporkan 

kip berdasarkan hasil yang di dapat dari laporan masyarakat mapun dari beberapa 

pengusung partai yang ada di Pidie. 

 Walaupun KIP telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara terhadap 

menangnya pasangan nomor urut 5 tetapi adanya yang keberatan dari pihak no 

urut 8  Drs.H. Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli Adam juned telah melaporkan 

serangkain pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Serjani Abdullah 

dan Abdul irawan ke KIP. Dan ada juga beberapa laporan dari masyarakat 

maupun dari pihak pengusung tentang adanya kecurangan atau pengancaman 

disaat berlangsungnya penyelengaaran pilkada 

1. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. 

Ghazali Abbas Adan Zulkifli H.M Juned) tentang ancaman terhadap Balon 

Bupati/Wakil Bupati  Pidie  tersebut  pada  tanggal  17  Februari  2012,  

atas  laporan  tersebut,  Panwaslu  Kabupaten  Pidie  melakukan  Kajian  

dengan  Nomor  01/L/Panwaslu-Pidie/II/2012  tanggal  21  Februari  2012. 

2. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. 

Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) melalui   pesan   singkat   (SMS)   

kepada   Panwaslu Pidie pada tanggal 10 Maret 2012 tentang ancaman dari 

seseorang yang  disampaikan  oleh  Geuchik  (Kepala  Desa)  Blang  



 

 

Bungong  Kecamatan  Tangse, bahwa apabila Partai Aceh tidak menang di 

desa tersebut akan diculik satu  persatu  masyarakat  di  desa  tersebut,  

tidak  dapat  ditinjaklanjuti  oleh  Panwaslu  Pidie  karena  tidak  ada  

barang  bukti  dan  tidak  ada  yang  bersedia  menjadi saksi. 

3. Bahwa  berdasarkan  laporan  dari  Ketua  Tim  Kampanye  Paslon  

Bupati/Wakil  Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M 

Juned) yang bernama Tgk. H.  Zulkifli  Taib  kepada  Panwaslu  Pidie  

pada  tanggal  17  Maret  2012  tentang  perusakan  baliho  Paslon  

Bupati/Wakil  Bupati  Pidie  tersebut  oleh  orang  tidak  dikenal,. 

4. Bahwa berdasarkan laporan  dari  salah seorang  pendukung  Paslon 

Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan)   kepada 

Panwaslu  Pidie  pada  tanggal  18  Maret  2012  tentang penganiayaan  

dan  pengrusakan  mobil  Tim  Kampanye  Paslon Gubernur/Wakil  

Gubernur  Aceh  (Irwandi  Yusuf/Muhyan  Yunan)oleh  salah seorang  

pendukung  Partai  Aceh  yang  bernama  M.  Nur  alias  Kapten  Nu,  atas  

laporan  tersebut. 

5. Bahwa  berdasarkan  laporan  dari  Ketua  Tim  Kampanye  Paslon  

Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) 

yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada  tanggal  

21  Maret  2012 tentang  pelemparan batu dan pemukulan oleh Kader 

Partai Aceh bernama Abdul Gani terhadap pendukung Paslon  

Bupati/Wakil  Bupati  Pidie  (Tgk.  Ghazali  Abbas  Adan/Zulkifli  H.M  

Juned)  yang  bernama  Tadjeri  Yahya. 



 

 

6. Bahwa  berdasarkan  laporan  dari  Ketua  Tim  Kampanye  Paslon  

Bupati/Wakil  Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M 

Juned) yang bernama Tgk. H.  Zulkifli  Taib  kepada  Panwaslu  Pidie  

pada  tanggal 22 Maret 2012 tentang  pembakaran rumah pendukung 

Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas  Adan/Zulkifli  

H.M  Juned)  yang  bernama  Husaini  yang  beralamat  di  Gampong  

Meuenjee  dan  perusakan  baliho  Paslon  Bupati/Wakil  Bupati  Pidie  

(Tgk.  Ghazali  Abbas  Adan/Zulkifli  H.M  Juned)  di  Gampong  Jurong  

Pande  Kecamatan  Glumpang  Tiga  yang  dilakukan  oleh  orang  tidak  

dikenal  (OTK),  tidak   dapat   ditinjaklanjuti   oleh   Panwaslu   Pidie   

karena   tidak   diketahui   pelaku/terlapor  dan  berada  diluar  tugas  dan  

wewenang  Panwaslu  Kabupaten  Pidie. 

 Tetapi dengan adanya laporan oleh pihak 08 yang dilakukan tidak kuat dan 

tidak dengan adanya bukti yang kongkrit sehingga tidak mempengaruhi hasil 

rekapitulasi yang telah di umumkan oleh pihak KIP yang mememangkan 

pasangan no urut calon 05 Sarjani Abdullah dan M irawan. 

 Begitu pula pada pilkada 2017. Walaupun intesitas kekerasan menurun 

terdapat riak konflik di daerah tersebut partama ada kericuhan dan protes antar 

kedua kubu Debat kandidat tiga pasangan cabup dan cawabup Pidie di Hotel 

Grand Blang Asan Sigli, Selasa 10 Januari 2017 yang berujung ricuh kericuhan 

terjadi saat massa pendukung pasangan Roni Ahmad (Abuchik) dan Fadhlullah T 

M Daud keluar dari Hotel Grand Blang Asan. Di luar hotel ternyata massa 

pasangan Sarjani Abdullah dan M Iriawan berkumpul. Tiba-tiba kericuhan pun 



 

 

terjadi .Bahkan ,satu pendukung Sarjani Abdullah terkena pukulan dalam 

kericuhan tersebut.  

 Kericuhan ini terjadi akibat Pihak KIP (komisi indenpenden pemilihan)  

melarang pendukung pasangan calon bupati no urut 02 menggunakan kopiah 

merah, itu dianggap merupakan atribut pasangan Abusyik-Fadhullah. Malah, 

bukan saja pasangan calon kepala daerah itu yang selalu mengenakan kopiah 

merah akhir-akhir ini, tapi tim kampanye/tim sukses merekapun ikut rutin 

mengenakan kopiah merah sebagai atribut/identitas. Keejadian itu memanas saat 

antar kedua pendukung sudah diluar ataupun dihalaman hotel Grand Blang Asan 

Sigli kejadian ricuh ini dihentikan oleh pihak keamanan maupun pihak kepolisian 

yang di lokasi tersebut. Dalam kejadian itu pihak penyelenggara menunda 

melakukan debat kandidat tersebut  

  KIP (Komisi Independen Pemilihan) Pidie jug memberikan sanksi kepada 

cabup (Calon Bupati) dan cawabup (Calon Wakil Bupati) Pidie, Roni Ahmad 

(Abusyik) dan Fadlullah dengan tidak mengikutsertakan dalam debat kandidat 

putaran II menyangkut atribut paslon telah disepakati bersama penghubung 

masing-masing cabup dan cawabup dalam technical meeting yang dilaksanakan 5 

Januari 2017. Hal itu yang menjadi sorotan media sehingga besar beritanya hingga 

kebeberapa daerah berdasarkan data yang saya dapat mengenai isu itu yang sangat 

besar di Pidie tetapai ada juga hal-hal yang lainnya terjadi tetapi tidak seperti 

kejadian pada saat pelaksanaan tersebut Pemetaan dan polemik kekerasan yang 

menurun,membantu kemenangan pada Roni Ahmad atau biasa disebut Abusyik. 



 

 

 

Berikut tabel perolehan suara pada pilkada 2017 

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1. Ir.H.T.Tarmiyus 

Fadhlullah T.M Daud  

5.96%.    11.885 Suara 

2. Roni Ahmad 

Khalidin Daud  

48.19%   96.511 Suara 

3. H.Sarjani Abdullah 

M. Irawan, SE 

45.85%    91.511 Suara 

 

 Melihat perbandingan perolehan suara yang begitu signifikan antara 01 

dan pasangan calon bupati lainnya bahwa pasangan calon nomor tidak begitu 

memiliki suara yang begitu mendekati perolehan suara tetapi pada pilkada 2017 

ini di dominasi oleh pasangan calon 02 yaitu Roni Ahmad dan Khalidin Daud 

dengan perolehan yang tinggi, pada persaingan PILKADA yang berlangsung di 

Pidie ada dua kandidat pasangan calon yaitu antara 02 dengan 03 yang begitu 

memanas pada PILKADA yang berlangsung banyaknya kericuhan yang terjadi 

pada saat adu debat pada ssat itu kubu 02 keluar dari perdebatan karna masalah 

hal penggunaan peci saat melakukan debat itensitas pada saat itu cukup memanas 

dan ada yang terluka dari kubu 03. Di sini bisa kita lihat bahwa pada pilkada 2017 

ini di dominasi oleh kubu Roni Ahamad dan juga kubu dari 03 Sarjani Abdullah. 

Potret di atas berbeda dengan perolahan suara pada pilkada 2012   

 

 



 

 

Berikut perolehan suara  pada pilkada 2012 

No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1. Ir.H Saiful Anwar 

Drs Sofyan Alibasyah 

3,54%      7.820 Suara 

2. Drs H Salman Ishak 

Syaifuddin Harun 

12,47%    27.526 Suara 

3. Drs Tgk H Yusri Ahmad 

DR Helmi M Agric Sc 

3,09%      6.823 Suara 

4. DR Tgk H Gunawan  

Tgk Adami Gade 

3,97%       8.780 Suara 

5. Serjani Abdullah 

M Irawan SE  

60,13%    132.673 Suara 

6. Ir Masri 

Zainal 

0,55%       1.299  Suara 

7. HT Khairul Basyar SSOs 

Muhammad MTA 

6,29%       13.889 Suara 

8.  DRS H Aghazali Abbas 

Zulkifli HM Juned 

9,88%       21.819 Suara 

 

Pada peroleh suara di atas bahwa pasangan Sarjani Abdullah dan M 

Irawan SE menang telak dengan perolehan suara yang begitu signifikan hingga 

mencapai perolehan suara 60% di bandingkan dengan perolehan suara para calon 

kanidat lainnya. Kita lihat bahwa persaingan antar kandidat lain tidak begitu 

sengit lantaran perbandingan perolehan suara yang begitu jauh. Jadi menurut saya 

disini bahwa yang menjadi mempermasalah PILKADA pada 2012 ini yang begitu 

memanas adalah banyaknya insiden kekerasan atau pun kecurangan antara satu 

sama lain tetapi tidak dengan perolehan suara. Berbanding terbalik dengan 

PILKADA pada 2017 yang perolehan suaranya hanya beda 3% saja tetapi 

kurangnya insiden kekerasan pada saat pilkada 2017. 



 

 

Menariknya dinamika kekerasan yang mulai menurun seperti data diatas 

berkorelasi terhadap angka partisipasi yang berbeda antara pilkada 2012 dan 2017. 

Perolehan suara pada tahun 2012 

No Jumlah Data Pemilih Tetap Tingkat Partisipasi Masyarakat 

L P Jumlah L P Total 

1. 136.195 146.631 282.826 76.66 82.48 81.12 

 

 Berdasarkan data yang didapat dari KIP ini kita bisa melihat bahwa 

partisipasi pada tahun 2012 cukup baik dan memuaskan tetapi dengan 

memuaskannya partisipasi pada pilkada ini sangat di sayangkan bahwa juga ada 

insiden kekerasan sangat tinggi ini menjadikan permasalahan yang selama ini 

belum bisa diselesaikan oleh pihak pengamanan sehingga ini pelajaran bagi kita 

untuk bisa sama sama saling memberikan nasihat terkait baiknya untuk selalu 

bermain bersih dari adanya kekerasan. 

Perolehan suara pada pilkada 2017 

No Jumlah Data Pemilih Tetap Tingkat Partisipasi Masyarakat 

L P Jumlah L P Total 

 144.226 154.385 298.611 66,49 73.49 70.09 

 

  Berdasarkan tabel diatas kita melihat bahwa adanya penurunan partisipasi 

dari masyarakat Pidie cukup disesalkan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam hal ini penting nya untuk melakukan pemilihan demi kebaikan daerah 



 

 

bersama disatu sisi ini juga menjadikan pilkada yang baik karena kurangnya 

kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017 ini membuktikan bahwa adanya 

kesadaran dari masyarakat maupun yang lain pentingnya akan kenyamanan dalam 

melaksanakan pilkada.    

 Fenomena diatas menjadi telaah untuk melihat kekerasan yang menurun 

pada pilkada pidie 2017 dan kolerasinya terhadap tingkat partisipasi yang 

menurun. Berikut penjelasan dari salah satu Partai Aceh yang mengatakan 

“Kita melihat kekerasan sangatlah berbahaya dan bisa saja kehilangan 

nyawa kita lihat bahwa Kedua PILKADA tersebut mempunyai karakteristik yang 

berbeda pada saat pilkada tahun 2017 ini terlihat penyelenggaraannya relatif 

berlangsung secara damai jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2012. 

PILKADA tahun 2017 sebenarnya juga tidak terlepas dari berbagai tindakan 

intimidasi, dan pada tahun 2017 lebih aman dan kondusif.30 

“ Ada yang berangkapan bahwa pihak pendukung partai yang bertikai 

atau pun melakukan kekerasaan antar sesama pengusung dugaan dari 

masyarakat tetapi di lapangan pihak kami tidak melakukan sama sekali kekerasan 

tersebut besar dugaan kuat  kami ada pihak lain yang ingin merusak dan 

mempropaganda kami di tahun tahun Politik yang sedang memanas ini. Soal 

mengenai protes terhadap pelaksaan itu soal yang wajar dan biasa dalam 

berpolitk apabila terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan tersebut dan 

setiap orang memiliki dan berhak untuk melakukan protes.  

  Dari penjelasan dengan wawancara yang dilakukan yang diatas bahwa 

pihak dari PA  ini kita memang betul sangat berbahaya apabila kekerasan terus 

marak di Aceh ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa 

kekerasan bukanlah salah satunya cara untuk memenangkan pasangan calon 
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alangkah baiknya dengan visi misi yang berkualitas sehingga masyarakat tertarik 

untuk memilih dan disini juga kita menduga ada pelaku lain di balik yang 

mengadu domba Aceh sehingga terjadilah kesalahpahaman antar sesama 

pendukung maka dari itu mari memberikan yang terbaik demi kenyaman bersama 

tanpa adanya kekerasan dan intimidasi dari pihak manapun. Berbeda halnya 

dengan penjelasan dari PNA sebagai berikut 

 “Biasanya kekerasan diakibatkan oleh persaingan antar kandidat pilkada 

dan umumnya terjadi dilapangan  antara  timses A dan timses B itu terjadi 

dilapangan orang biasanya sudah tau kekerasan setiap berlasungnya pilkada 

pasti terjadinya kekerasan pidie aceh utara dan lain lainnya. Hal yang wajar dan 

biasa terjadi kekerasan atau hal lainnya  itu di dalam pelaksanaan pilkada pada 

tahun 2012 itu kekerasan udah ke fisik dan pada 2017 menjadi lebih baik dan 

kondusif ada beberapa tetapi tidak seperti yang terjadi pada tahun 2012 yang 

menelan korban dan lainnya Kalau orang tahu bahwa Aceh ini pernah terjadi 

konflik dan kita tahu semua beberapa mantan kombatan terjun kedunia politk dan 

masuk kedalam beberapa partai kita tahu hal itukan.31   

 Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan pendapat yang disampaikan 

oleh PNA terkait tentang kekerasan memang juga terlihat bahwa pengambilan 

kursi politik di Aceh saat ini mayoritas mantan kombatan yang menguasainya 

tetapi dengan pilkada 2017 saat ini memang lebih kondusif dan ini menjadikan 

modal yang baik bagi kita semua agara PILKADA selanjutnya akan lebih baik 

lagi dan ini semua jadi impian kita semua dan saat ini dari beberapa partai juga 

sadar akan hal kekerasan ini tidak baik bagi seluruh rakyat Aceh.  
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Berbeda juga dengan beberapa penjelasan di atas oleh bapak Junaidi, s.Ag MH 

Selaku Devisi Hukum data dan Informasi di kantor Bawaslu 

 “Kita tahu semua tahu bahwa pilkada yang berlasung di Aceh khususnya 

di pidie juga banyak yang melakukan kekerasan maupun kecurangan setiap 

berlangsungnya itu berdasarkan pengalaman yang saya tahu bahwa kita 

mempunyai sejarah kelam yaitu konflik yang terjadi itu bisa menjadi salah satu 

alasan mengapa kekerasan sering terjadi di aceh. 

 “Dalam pilakada ini yang saling berhadapan ada dua kubu ini dan ada 

hal yang membuat prostes  terhadap  panitia pelaksana soal kasus ijazah tetapi 

tidak terlalu signifikan didalam pelaksaaan pilkada ini karena adanya kesigapan 

penanganan dari pihak  kepolisian ada hal-hal lainnya kekerasan pengancaman 

bukan untuk pemilih tetapi dari pendukung siapa yang aktif dilapangan dia sudah 

bekerja kampanye, sosialisasi, dan meyakinkan kan orang orang ya bekerja 

seperti ini sedikit punya potensi akan di pantau oleh pendukung calon yang lain 

mereka akan di hadang dengan cara cara mereka sendiri kekerasan ini tidak 

langsung pada pemilih tetapi antar timses32.   

 Ini memang sulit bagi kita semua untuk terlepas dari kekerasan karena 

berdasarkan sejara kelam Aceh yang memiliki riwayat konflik yang begitu besar 

sehingga mungkin ini yang mempengaruhi kita dalam melakukan tindakan 

kekerasan dan ini juga akan menjadi boomerang untuk kita jika tidak memberikan 

perubahan terhadap pelaksanaan pilkada dan saya juga berharap dari pihak 
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pengamanan harus lebih agresif lagi dalam menangani tindakan kekerasan ini 

demi keberlangsungan yang baik. 

Berikut juga penjelasan yang di berikan daripihak KIP mengenai prihal kekerasan 

yaang tarjadi di Pidie berikut penjelasannya 

   “ Dan kita tahu semua bahwa kekerasan sangat berbahaya bagi masyarakat 

yang menggunakan kekerasan dalam berlasungnya PILKADA tetapi pada tahun  

ini kekerasan begitu menurun dan signifikan tapi masih ada beberapa loporan 

mengenai hal itu tapi jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya sangat miris 

mengenai kekerasan adanya laporan kekerasan tetapi terlalu mengkhawatirkan 

dan berbahaya Yang bergesekan dalam pilada 2017 hanya dari kubu PNA dan 

PA tetapi juga ini tidak begitu berbahaya dan juga tidak menelan korban hanya 

saja cekcok antara kubu 02 dan kubu 03 di dalam berlangsung nya pilkada tetapi 

itu tidak berdampak  pada pemilih di pidie tetapi antar pengusung partai33.     

 Kekerasan begitu melekat dan begitu terdengar wajar dan biasa bagi 

masyarakat Aceh khususnya Pidie apalagi setiap berlangsungnya pilkada ini 

diwilayah pidie menjadi salah satu jumlah kekerasan yang tinggi dan gesekan ini 

sering terjadi di Pidie yaitu antara kubu partai lokal yaitu PA dan PNA yang 

dimana setiap berlangsungnya pasti mereka yang sering bertikai kita melihat dari 

pilkada sebelum sebelumnya tetapi ini juga sudah mulai membaik dan dengan 

kesadaran dari pihak PA maupun PNA 

Berikut Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat juga terkait dengan 

kekerasan yang terjadi di Pidie 
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 “Mengenai kekerasan yang telah terjadi beberapa tahun lalu dengan 

adanya kekerasan jelas itu menjadi khawatiran bagi beberapa masyarakat 

khususnya Pidie dengan adanya kekerasan yang terjadi itu bisa saja 

mempangaruhi suara masyarakat dalam memilh siapa yang pantas untuk dipilih 

tetapi pada tahun 2017 ini saya melihat terjadinya penurunan kekerasan maupun 

ancaman beberapa pihak ada juga tetapi tidak terlalu menggangu kami sebagai 

masyarakat kalau hal kejadian protes atau adu mulut antar kubu partai itu hal 

biasa dan wajar setiap berlangsungnya PILKADA. 34 

 Bahwa disini jelas masayarakat juga merasakan kekhawatiran dan 

ketakutan dengan adanya kekerasan yang terjadi setiap berlangsungnya pilkada ini 

menjadikan masyarakat takut untuk memberikan hak suaranya yang sesuai dengan 

hati nuraninya dan visi misi yang baik dari pasangan calon bupati pidie ini untuk 

memilih yang pantas untuk dipilih maka dari masyarakat berharap banyak bagi 

pemerintah untuk menjadi PILKADA yang aman bagi masyarakat Pidie. Sehingga 

masyarakat dapat memberikan hak suara yang sepantas pantasnya bukan dengan 

kekhawatiran dan dengan rasa terancam dalam memilih.  

Salah satu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 

partisipasi menurut salah satu dari pengurus Partai Aceh 

 “Menurut saya bahwa dengan berdasarkan data bahwa telah terjadinya 

penurunan partisipasi politik itu bukan dikarenakan kekerasan tetapi mungkin 

ada alasan dibalik itu mungkin dugaan saya mengenai itu karna ada hal yang 
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lebih penting dan juga ada mungkin ada  pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan 

dari pada menghadiri pilkada tersebut dan mungkin banyak hal lainnya yang 

membuat masyarakat tidak hadir dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kita 

tahu semua bahwa kita menginginkan partisipasi PILKADA yang jumlahnya 

tinggi mungkin kita tentu menginginkan semua itu tetapi mungkin ada alasan dan 

kendala lain sehingga mereka tidak hadir. 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah memang betul dengan 

menurun nya jumlah partisipasi itu kemungkinan memang bukan hanya berbicara 

kekerasan sehingga terjadinya penurunan tetapi itu juga di sebabkan oleh 

beberapa alasan terkait tentang penurunan partisipasi itu bisa saja karna ada hal 

yang lebih penting dan menyakut masalah hal lainnya yang terpaksa harus 

mengenyampingkan PILKADA tersebut. 

Begitu pula hasil wawancara yang saya lakukan dengan Seketaris Partai Nasional 

Aceh  

 “Banyak orang menduga duga bahwa penurunan partisipasi yang terjadi 

di Pidie yang di akibat oleh kekerasan itu saya kira kurang tepat bahwa 

terjadinya penurunan partisipasi yang ada Pidie itu bukan berbicara kekerasan 

tetapi banyak faktor faktornya mungkin karna mereka belum memahami arti 

sebuah pilkada yang kita selenggarakan ataupun pemahaman masyarat Pidie 

tentang politik masih minim sehingga ini juga menjadikan alasan utama terjadi 

penurunan tingkat partisipasi ataupun banyak hal lain mungkin bisa saja sakit 

atau tidak adanya alat transportasi untuk pergi ke Tps saya kira ini juga  yang 

menjadikan alasan menurunnya jumlah partisipasi yang ada di pidie. 



 

 

 Menurut saya beliau juga ada benarnya bahwa penurunan partisipasi yang 

terjadi semata mata bukan hanya karena adanya kekerasan tetapi juga ada faktor 

lain yang menjadikan penurunan patisipasi yang terjadi di Pidie tersebut kerena 

kita tahu bersama bahwa suatu wilayah termasuk sukses dalam menyelenggarakan 

pilkada apabila jumlah partisispasinya yang cukup tinggi pada inti bahwa 

partisipasi terjadinya penurunan karna memiliki faktor lain selain  kekerasan. 

Begitu juga dengan wawancara saya lakukan dengan salah satu komisoner yang 

ada di KIP 

 “Terkait dengan penurunan partisipasi yang terjadi di Pidie mungkin 

kendala di sosialisasi pilkada karna menggunakan dana hibah dari pemda suport 

dari dana dari pemerintah agak kurang karena anggaran sehigga membuat kami 

bersosialisasi terbatas ada beberapa segmen antara lainnya pemilih pemula dan 

masyarakat marginal di pinggiran-pinggrian laut atau pinggir gunung misalnya 

yang tidak percaya pencapaian pemimpinnya kami masih gini gini aja menang 

juga gak berpengaruh kok terhadap nasib kami pemikiran masyarakat marginal 

sehingga mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing masing Perlu penguatan 

kapasitas dan jajaran komisoner.  

 Ini juga bisa menjadi alasan yang tepat mungkin kurangnya perhatian 

pemerintah pusat terhadap Kip untuk memberikan anggaran yang cukup untuk 

melakukan soalisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang kurang memiliki 

pengatahuan tentang pilkada sehingga ini juga menjadi tugas kita semua untuk 

sama sama melakukan ajakan untuk memilih bukan hanya jadi beban KIP ataupun 

Pemerintah.   



 

 

 Berbeda pula tanggapan yang di sampaikan oleh pihak bawaslu menganai 

partisipasi berikut ini hasil wawancara yang saya lakukan 

“Karna penurunan partisipasi tidak hanya bicara tetang kekerasan ada 

juga dari berbagai hal dan juga banyak faktor lain terjadinya penurunan banyak 

faktor pertama  mungkin faktor dari kekecewaan masyarakat yang dulu nya sudah 

aktif tetapi tidak ada dampak perubahaan dan ada juga faktor calon bagi orang 

pemilih cerdas apabila mereka melihat tidak ada yang menarik dari calon 

   Memang betul bahwasanya berbicara mengenai penurunan partisipasi 

yang terjadi bukan hanya berbicara karna adanya kekerasan tetapi banyak faktor 

yang menjadikan penurunan partisipasi faktor yang dulunya aktif dalam 

mendukung salah satu partai yang diusung tidak memberikan hasil yang maksimal 

saat sudah menduduki kekuasaan sehingga tidak jarang kita lihat banyak yang 

juga tidak lagi mengikuti karena dasarnya kekecewaan  masayarakat. 

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat Pidie terkait tentang 

partisipasi 

“ini merupakan pemilihan atapun pemilu pada tahun yang telah berlalu, 

ini kemudian salah satu yang membuat  partisipasi di pidie ini menjadi tertekan 

dan menurun bahwa ini ada orang orang yang bermain antar kelompok 

pengusung partai bahwa kontestan ini didisain atau pun diriset hanya boleh 

menang ataupun dikuasai oleh salah satu partai ataupun salah satu kelompok 

saja ini membuat masyarakat sangat resah dalam tanda kutip “ untuk memilih 

sesuai hati nuraninya”  jadi ini menjadi hal penting adanya pencegahan ataupun 



 

 

antisipasi baik dari pihak keamanan polri masyarakat agar masyarakat lebih 

terbuka dan tidak ada kekhawatiran pergi ke TPS 

  ini juga menjadi alasan yang menarik karna memang dengan keinginan 

yang begitu besar hasratnya untuk menduduki kursi kepempinan sehingga 

melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Sehingga masyarakat juga menjadi 

sasaran yang pantas untuk mendapatkan kemenangan berdasarkan data kita lihat 

banyak  acaman agar masyarakat memilih mereka yang melakukan ancaman 

tersebut sehingga itu juga yang memicu masyarakat takut pergi menggunakan 

suaranya.  

4.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Kekerasan 

   Ketika kita berbicara tentang menurunnyan kekerasan itu menjadikan 

kabar baik buat kita semua bahwa mungkin ada kesadaran dari kita semua untuk 

menjadikan penyelenggaran ini lebih baik apa lagi kita melihat daerah Aceh 

adalah salah satu merupakan basis wilayah mantan anggota Gerakat Aceh 

Merdeka apalagi ketika mendengar adanya penurunan kekerasan itu menjadi 

kabar gembira bagi kita semua dan yang sudah kita nantikan sejak lama. 

Wawancara yang dilakukan kepada pengurus PA terkait rentang menurunnya 

kekerasan yang ada di Pidie 

“Menurut saya menganai menurunnya jumlah kekerasan yang ada diPidie 

itu memperlihat begitu sudah mulai membaik pelaksaan pilkada yang dilakukan 

dipidie kiita sama-sama juga mengiginkan hal itu bukan saya saja tetapi juga kita 

semua yang ada di Pidie banyak berharap agar PILKADA yang selanjutnya untuk 



 

 

lebih baik lagi jauh dari kekerasan agar masyarakat lebih leluasa untuk memilih 

yang sesuai dengan hati nurani mereka35 

 Kabar baik buat kita semua bahwa penurunan tingkat kekerasan yang 

terjadi di Pidie mulai membaik ini menjadikan modal yang baik bagi kita semua 

untuk memberikan yang terbaik agar pelaksanaan PILKADA berjalan baik pula 

berarti masyarakat juga mungkin sudah mulai sadar akan hal hal berdampak buruk 

wilayah sendiri apabila terjadinya kekerasan. 

Begitu pula hasil wawancara yang saya lakukan dengan seketaris partai PNA 

pendapat beliau mengenai menurunnya jumlah kekerasan pada saat ini 

“Ini kabar yang baik mendengar informasi yang megatakan bahwa telah 

terjadinya penurunan kekerasan Dan disini kami juga menyadari akan hal 

kekerasan yang sering terjadi di Aceh khususnya Pidie dan alhamdulillahnya tapi 

hari ini kami sudah saling memahami dan fakta hari ini yang terjadi dilapangan 

kita memang harus bersatu demi kebaikan dan kemajuan Aceh jadi wacana itu 

kita sudah berpikir kedepan kalau kita saling bergesakan dengan orang lokal 

apapun sulit orang PA sudah dewasa diluan dalam berpolitik biar pun kami 

berbeda partai tapi kami sekarang satu tujuan demi kemajuan bersama dan 

memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan PILKADA36 

 Menurut saya juga seperti itu menurunnya kekerasan pada PILKADA 

2017 itu akan menjadikan kenyamanan juga bagi kita dalam melaksanakan 

PILKADA walaupun pada saat itu masih ada juga sedikitnya tindakan kekerasan 
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tetapi dengan itu kita menjadikan untuk lebih kuat lagi dan percaya diri lagi dalam 

pelaksanaan selanjutnya  

Adapun hasil wawancara dengan pengurus KIP yang mengatakan bahwa  

 “Dengan terjadinya penurunan kekerasan disini kita juga melihat ada 

juga peran dari pihak kepolisian dan juga adanya penguatan jajaran komisoner 

yang bekerja keras dalam menyukseskan pelaksaan PILKADA tersebut. Ini tentu 

kabar yang sangat baik bagi kita semua apalagi khusunya wilayah Pidie yang 

pada dasarnya yang identik dengan konflik di masa lalu.37 

  Ini juga perlu kita berikan atusias terhadap kinerja pihak Kepolisan dan 

jajaran komisoner KIP, bawaslu dan lain dalam memberikan hasil pilkada yang 

baik jauh dari kekersan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dengan 

terjadinya penurunan kekerasan kita bisa sama sama merasakan betapa indahnya 

jika pelaksanaan berjalan aman dan semestinya. Ini juga berkat kerja keras kita 

bersama sama dalam menyuksesekan PILKADA yang kita selenggaran  dalam 

lima tahun sekali 

Begitu juga pendapat yang diberikan oleh komisoner Bawaslu mengenai 

menurunya tingkat kekerasan 

 “Dengan hal ini mari sama-sama kita menjaga kesetabilan yang saat ini 

sudah mulai membaik dengan penurunan kekerasan yang terjadi saat ini saya 

juga berharap agar kita sama sama mengingatkan untuk tidak melakukan tidakan 

kekerasan yang saat ini sering terjadi di Aceh ini juga demi kebaikan kita 
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bersama agar tidak adanya lagi kekerasan yang terjadi di pilkada untuk 

seterusnya.kita melihat sudah ada kedewasaan dari beberapa partai pengusung 

politik yang ada di Pidie 38 

  Ini memang betul adanya kita harus sama sama memberikan hasil terbaik 

demi kebaikan Aceh kedepannya maka dari mari sama sama menyuarakan untuk 

pilkada yang lebih baik demi kenyaman dalam melaksanakan proses pemilihan 

kepala daerah ini juga menjadikan kabar yang begitu dengan adanya kedewasaan 

dan kesadaran dari beberapa pihak pengusung partai politik yang ada di Pidie.   

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat yang di wawancarai 

mengenai kekerasan yang menurun 

 Kita tahu ada beberapa alasan mengapa menurunnya kekerasan yang 

telah terjadi di Pidie dan ini membutikan bahwa aceh terutama sudah lebih baik 

dari sebelum sebelumnya yang biasanya dikenal dengan pilkada dengan 

kekerasan yang sudah melekat lantaran adanya sejarah yang menyebutkan aceh 

yang tidak luput dari kekerasan. Dan hari ini sudah sewajarnya kita 

membenahdiri agar memberikan dampak positif bagi kita semua untuk kami bisa 

memliih sesuai hati nurani dan yang sesuai dengan kapsitasi sicalon.39 

 Memang betul harus adanya kesadaran dari pihak pengusung partai dan 

masyarakat juga banyak berharap akan hal itu yang menjadikan masyarakat untuk 
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nyaman dalam melakukan pimilihan tanpa adanya rasa kekhawatiran yang 

berlebihan dalam memilih kepada daerah tersebut kepala darah tersebu 

 

 

 

 



 

52 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan 

dampak kekerasan Pilkada terhadap partisipasi Politik di Pidie.  

 Berdasarkan peneltian yang saya lakukan bahwa dengan tingginya angka 

kekerasan yang terjadi di Pidie dan terjadinya penurunan kekerasan ini 

menjadikan hal bagi Pelaksanaan PILKADA di Pidie khususnya. Dengan 

terjadinya penurunan dengan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu karena 

kurangnya dana dari Pemda (Pemerintahan Daerah) singga jajaran Komisioner 

KIP tidak dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat  untuk memberikan 

wawasan terhadap masyarakat tentang penting untuk memilih dan memberikan 

hak Suara dan juga kurangnya pengaman dari pihak kepolisian maupun 

pelaksanaan PILKADA. 

Menjadi nilai positif bagi kita ialah telah terjadinya penurunan kekerasan 

ini menjadi pelajaran buat kita semua agar sama-sama menjaga dan menjadikan 

PILKADA ini menjaddi lebih baik, nyaman dan sesuai hati nurani Masayarakat 

dalam memilih, dengan apa yang telah terjadi selama ini membuat masyarakat dan 

dari pihak partai yang ikut dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan PILKADA 



 

 

sadar akan hal penting untuk tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral atau 

tindaka kekerasan sekarang tingkat kesadaran sudah mulai membaik dengan 

seiring berjalannya waktu.  

5.2 Saran  

  Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul dampak kekerasan pilkada 

terhadap partisipasi masyarakat di Pidie memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian mengharapkan agar pemerintah Daerah untuk memberikan 

anggaran lebih agar pihak KIP bisa melakukan sosialisasi untuk 

pemahaman Masyarakat untuk memilih dan Masyarakat dapat melihat dan 

berkaca pada pengalaman dan histori pilkada Aceh selama ini untuk bisa 

menjadikan ini sebuah pelajaran untuk kita semua dan menjadikan Aceh 

ini menjadi lebih baik dari pandangan wilayah lain dengan hal hal 

kekerasan tentunya maka dari itu kita sama sama memperbaiki untuk kita 

masayarakat Aceh terkususnya untuk Pidie. 

2. Penelitian mengharapkan masyarakat Kepolisan dan pihak penyelenggara 

untuk lebih memperkuat sistem keamanan yang ada demi terciptanya 

PILKADA yang Aman dan damai. Menilai PILKADA yang telah 

berlangsung trakhir ini bahwa masyarakat juga sudah mulai sadar sudah 

mulai dewasa dalam menyikapinya dan juga sudah memiliki pendidikan 

pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada dengan bukti bahwa 

berkurangnya insiden-insiden kekerasan pada saat ini. 
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Instrumen Penelitian 

KEKERASAN PILKADA TERHADAP PARTISISPASI POLITIK 

(Studi Kasus dipidie) 

 

Identitas Peneliti 

Nama   : Zulfahmi Al farozi 

Umur   : 22 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki Laki 

Pendidikan Akhir : SMA Negeri 1 Simpang Kiri 

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa 

Alamat   : Jl.Raja Asal Kec. Simpang Kiri 

 

I. Peserta pilkada 

1. Bagaimana tingkat  partisispasi di Pidie pada pilkada 2017 

2. Mengapa masyarakat ikut berartisipasi pada pilkada 2017 

3. Bagaimana partisispasi masyarakat Pidie ketika berlangsungnya pilkada 

4. Apa yang penyebab sehingga kecilnya angka partisipasi masyarakat Pidie 

pada pilkada 2017 dibandingkan dengan pilkada sebulumnya 

5. Apakah pada pilkada sebelumnya anda ikut berpartisispasi? Kalau iya, 

mengapa? Kalau tidak, mengapa? 

6. Bagaimana pendapat anda  pelaksanaan pilkada 2017 di Pidie? 

7. Apakah penggunaan kekerasan dari peserta pemilu terjadi?seperti tekanan 

dan intimidasi atau ancaman? 

8. Bagaimana pendapat anda jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya? 

9. Apa saja bentuk bentuk kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017 



 

 

10. Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan kekerasan dalam 

pilkada? 

11. Siapa saja yang paling dominan mengalami kekerasan dalam pemilu di 

pidie? 

12. Apakah motif  kekerasan yang terjadi dalam pemilu di Pidie? 

II. Elite Politik 

1. Sejauhmana tingkat  partisispasi masyarakat pada pilkada 2017 di Pidie 

2. Bagaimana partisispasi masyarakat pidie ketika berlangsungnya pilkada 

3. Apa yang penyebab sehingga kecilnya angka partisipasi masyarakat Pidie 

pada pilkada 2017 dibandingkan dengan pilkada sebulumnya 

4. Bagaimana pendapat anda  pelaksanaan pilkada 2017 di Pidie? 

5. Bagaimana pendapat anda jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya? 

6. Apa saja bentuk bentuk kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017? 

7. Bagaimana pandangan anda terhadap kinerja pemerintah dalam menangani 

kekerasan 

8. Adakah keterlibatan dari pihak partai dalam terjadinya kekerasan 

9. Bagaimana peran pemerintah sejauh ini menanggapi kekerasan yang 

terjadi di Pidie? 

10. Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan kekerasan dalam 

pilkada? 

11. Apakah motif  kekerasan yang terjadi dalam pemilu di Pidie? 
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Gambar 1 

Wawancara dengan Komisior KIP Pidie 

 

 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan Komisoner BAWASLU Pidie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan Anggota PA Pidie 

 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan Sketaris PNA Pidie 

 

 



 

 

Gambar 5 

Wawancara dengan masyarakat Pidie 
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